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PERATURAN BUPATI JEFARA
NOMOR ‘& TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN,

Menimbang

Mengingat

PERIKANAN DAN KEHUTAMAN KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Revitahisasi Perlanian, Penkanan dan
kehutanan telah diundangkan Undang-Undang Momor 16 Tahun 2008
tentang Sistem penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagal
landasan hukum bagi terselenggaranya Sistem Penyuluhan Perdanian,
Parikanan dan Kehutanan;

bahwa untuk meningkatkan efektiftas pelaksanaan sistem penyuluhan
pertanian, perikanan dan kehutanan Kabupaten Jepara, perlu membentuk
Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Jepara yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1850 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam Lingkup Propinsi Jawa Tengah,

Undang-Undang Nomor B Tahun 1874 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
{Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 1974 Nomor 135, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indones:a Momor 4635) sebagaimana felah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang MNomor B Tahun 1874 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Momor
169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor 3890),

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4383);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Momer 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 4437). Sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomar 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

48447

Undang-Undang Momor 33 Tahun 2004 tentang Permbangan Keuangan
Antara Pemenntah Pusat dan Pemerntsh Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar £438);




Menetapkan
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Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kshutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 45660);

Peraturan Pemerintah Nomeor 38 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan
Dekonsentrasi (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4085);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan
Tugas Perbantuan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2001
Naomar 77. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4106);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan
Pengawasan Alas Penyelenggarzan Pemernntah Daerah {(Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4093),

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pamerintahan Antara Pemenntah Pusat, Pemerintahan Daarah Propins: Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Momor 89, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indonesia Nomor 4737).

Peraturan Pemerintah Momor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Momor 88,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4741)

Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan
Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2007
Nomaor 7);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan
Kehutanan Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah
Tahun 2007 Nomaor )

MEMUTUSKAN :
FERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PELAKSANA
PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN
JEPARA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pa=zal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud cengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jepara.

5 Pemerintah Daersh adalah Bupati dan Perangkst Daerah ssbagai unsur penyelenggaraan
pemerintah daerah Kabupaten Jepara.

3. Bupati adalah Bupati Jepara.
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Badan Pelsksanan Penyuluhan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
K=hutanan Ksbupsien Jepara

K=tua adalah Ketua Badan Pelaksana Penyuluhan Perianian, Perikanan dan Kehutanan.
Sekretariat Badan Pelaksana Penyuluhan adalsh Sekretanat Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian. Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Jepara

Sekrataris Badan Pelaksana Penyuluhan dissbut Sekretans adalah Sekretans Badan
Palaksana Penyuluhan Peranian, Parikanan dan Kehulanan Kabupaten Jepara.

Sistem Penyuluhan Perianian, Perikanan dan Kehutanan adalah rangkaian pengembangan
kemampuan, pengetahuan, ketrampilan serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha pertanian,
perikanan dan kehutanan.

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Penyuluhan adalah
proses pembelajaran bagi para pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu
menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi,
permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi
usaha, pendapataan dan kesejahtersan serla meningkatkan kesadaran dalam pelestarian
fungsi lingkungan hidup.

Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan atau Penyuluh Kehutanan baik Penyuluh Pegawal
Negeri Sipil, swasta maupun swadaya yang selanjulnya disebut Penyuluh adalah perorangan
warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.

Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan pelernakan yang
selanjutnya disebul pertanian adalah seluruh kegiatan yang melipuli usaha hulu, usaha tani,
agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam
agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan dengan bantuan teknologl, modal dan tenaga
serla managemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besamya bagl kesejahleraan rakyal.
Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan
sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan mulai pra produksi, produksi,
pengolahan sampal dengan pemasaran yang diaksanakan dalam sualu sistem bisnis
parikanan.

Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan
dan hasil hutan yang diselenggarakan secara lerpadu dan berkelanjutan,

Pelakuy utama kegiatan perianian, penkanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku
utama adalah masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hutan, petani, pekerja kebun,
peternak, nelayan, pembudidaya ikan, beserna keluarga intinya.

Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau kKorporasi yang dibentuk
menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, penkanan dan kehutanan,

Materi Penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyulun
kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang mefipufi informasi,
teknologl, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum dan kelestarian lingkungan.

Programa Penyuluhan pertaian, perkanan dam kehutanan yang selanjutnya disebut programa
penyuluhan adalah rencana terulis yang disusun secara sistematis unfuk memberikan arah
dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.

Rekomendasi adash pemberian persetujuan terhadap teknologi yang akan digunakan sebagai
materi penyuluhan.




BABII
PEMBETUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Kabupaten Jepara

Pa=al 3

Badan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah lembaga Non
Struktural yang mengkoodinasikan penyelenggaraan sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan
kehutanan,

BAB I
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan terdiri dan
a, Ketua;
b. Sekretaris;
a. Anggota
{2) Susunan keanggotaan Badan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI BADAN PELAKSANA PENYULUHAN

Bagan Pertama
Tugas dan Fungsi

Fasal 5

Badan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas :

a. menyusun kebijakan dan programa penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan
programa penyuluhan propinsi dan nasional

b. Melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kera dan metode
penyuluhan.

¢. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penysbaran materi penyuluhan
bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

d. Melaksanakan pembinaan pengembangan kera sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan,
ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan.

e. Menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan pelaku utama dan
pelaku usaha.

f.  Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta melalui proses
pembelajaran secara berkelanjutan.




Fasal g

Untuk melaksanakan tugas ssbagaimana dimaksud Pasal 5. Badan Pelaksana Penyuluhan

mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan dan programa penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan
programa penyuluhan propinsi dan nasional.
pelaksanaan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tala kera dan metode penyuiuhan.
pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran maten penyuluhan bagi
pelaku utama dan pelaku usaha.

d. pelaksanaan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan,
ketenagaan, sarana dan prasarana, seria pembiayaan penyuluhan.

e. memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan pelaku utama dan pelaku usaha.

{. pelaksanaan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi Ketua, Sekretaris dan Anggola

Pasal 7

Ketua mempunyai tugas memimpin dan mengarahkan sarta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas
dan fungsl Badan Pelaksana Penyuluhan,

Pasal 8

Untuk membantu kelancaran fugas Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan guna
menunjang kegiatan secara administratif dan fasitat’ kegiatan Badan Pelaksana Penyuluhan,
Ketua membentuk Sekretanat Badan yang dipimpin cleh seorang Sekretans Badan

Paszal 8

Tugas Selretaris Badan Pelaksana Penyuluhan adalah

a. menyiapkan bahan kebijakan dan programa penyuluhan kabupaten yang sejalan dengan
kebijakan dan programa penyuluhan propinsi dan nasional.

b, menyiapkan bahan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kera dan metode
penyuluhan.

c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan
bagi pelaku utama dan pelaku usaha.

d. menyiapkan bahan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan
kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, sarta pembiayaan penyuluhan,

e. menyiapkan bahan fasilitas: pengembangan kelembagaan dan forum kegiatan pelaku utama
dan pelaku usaha.

i memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta.




Pa=al 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Sekretaris Badan Pelaksana

Penyuluhan menyelenggarakan fungsi -

a. pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisas penyuluhan lintas sektoral.

b. Pelaksanaan optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penyuluhan.

o Pelaksanaan advokasi masyarakat dalam penyuluhan dengan melibatkan unsur pakar, dunia
usaha, institusi terkait, perguruan tinggi dan sasaran penyuluhan.

d. Penyusunan kebijakan penyuluhan
Penyusunan programa penyuluhan kabupaien yang sejalan dengan kebijakan dan programa
penyuluhan propinsi dan nasional.

{ Pelaksanaan Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) Penyuluh Pertanian, Penkanan dan
Kehutanan Pegawa Neger Sipil (FNS) yang bertugas di tingkat kabupaten.

g. Pengelolaan pembiayaan penyuluhan.

h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penyuluhan.

i, Pengembangan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usaha
tani,

. Pengembangan forum masyarakat untuk mengembangkan usaha tani dan memberikan umpan

balik kepada pemerintah daerah

Peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasia.

=

Pasal 11

Anggota Badan Pelaksana Penyuluhan mempunyai lugas .

a. melaksanakan penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan, optimalisasi partisipas| dan
advokasi masyarakat

b. Melaksanakan fasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagl pelaku utama
dan pelaku usaha dalam bidang pertanian taraman pangan, perkebunan, peternakan,
perikanan dan kehutanan.

c. Melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 12

Seketaris dan para Anggota Badan Pelaksana Penyuluhan herkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris dan para anggots Badan Pelaksana Penyuluhan wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Sekretariat Badan
Pelaksana Penyuluhan maupun antar Dinas/insiansi iskait sesual dengan tugas masing-masing.




Pa=al 14

Anggota wajib menyampaikan lsporan avaluasi. =fektivitas kegiatan penyuluhan di bidangnya
secara berkala kepada Ketua.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas Badan Pelaksana Penyuluhan menyelenggarakan rapat koordinasi
untuk merumuskan program dan menyusun programa serta melakukan monitoring dan avaluasi

kegiatan penyuluhan.

BAB VI
PEMBIAY AAN
Pasal 16

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Bupahb ini dibebankan pada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APEN)
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED)
¢. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat

BAB VI
KETEWTUAN PENUTURP
Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupab ini sepanjang mengenai leknis pelaksanaan
penyuluhan diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan Pelaksana Peryuluhan

Pasal 18

Paraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkar Pengundangan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara

Ditetapkan di Jepara
SR — pada tanggal lE:-JLLﬂI' Fovb
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Diundangkan di Jepara 2l HUKLA
pada tanggal & ] 2onf

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEFARA

M. EFFENDI

BERITA DAERAH KABLUPATEN JEFARA TAHUN 2008 NOMOR 303




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR - |& TAHUN 2008

TANGGAL: 1bjmh' Leod

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN JEPARA

KEDUDUKAM DALAM
Ma. JABATAN F INSTANSE BADAM PELAKSANA
1. | Bupati Jepara Penaggung Jawab
2. | Assisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Ketua
' Kabupaten Jepara
| 3, | Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Jepara | Sekretans
4, |Kepala Dinas Pertanian dan Petemakan Kabupaten Anggota
Jepara
5. | Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Anggota
Jepara
B. | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jepara Anggota
J i | Kepala Dinas Perindusirian, Perdagangan dan Koperasi Anggota
| Kabupalen Jepara |
B. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jepara Anggota
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